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TENTANG 

PEMBERlAN NAMA PUSAT PERKANTORAN PEMERlNTAH PROVINSI LAMPUNG 

GUBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a.	 bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Pembangunan Kotabaru Lampung, maka dalam rangka 
tertib adrninistrasi pemberian nama Kotabaru Lampung 
sebagai pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung 
diperlukan adanya suatu identitaa pember-ian nama 
dalam suatu wilayah; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur Lampung tentang Pemberian nama 
pusat perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung dengan 
Nama Bandar Negara; 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Namor 14 tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung; 

2.	 Undang-Undang Nornor 32 'I'ahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah tcrakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008; 

3.	 Undang-Undang Namor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang; 

4.	 Peraturan Pemerinrah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerirrtaha.n Daerah 
KabupatenjKota; 

5.	 Peraturan Dacrah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 
2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah 
Provinsi Larnpung sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 
2013; 

6.	 Peraturan Dacrah Provinai Lampung Nomor 2 Tahun 2013 
tentang Pembangunan Kotabaru Lampung; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN NAMA 
PUSAT PERKANTORAN PEMERINTAH PROVINSI 
LAMPUNG. 
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KESATU	 Pemberian Nama Kotabaru Lampung sebagai Pusat 
Perkantoran Pemerintah Provinsi Lampung dengan Nama 
BANDAR NEGARA. 

KEDUA	 Pemberian Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum 
Kesatu, agar dapat disosialisasikan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang membidangi kepada stake holder 
terkait dan masyarakat di Provinsi Lampung. 

KETIGA	 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana meetinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pacta tan al /16- - 2014 

Tembusan:
 
L Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung; 
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung; 
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umurn Setda Provinsi Lampung di Te1ukbetung; 
6. Kepala Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; 
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinei Lampung di Telukbetung. 
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